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ABSTRAK 

 
 

Suci Rahmadhani, (2024): Pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial 

Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Sasaran 

Penerima Program Keluarga Harapan Di Desa 

Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota 

Perspektif Fiqih Siyasah  

 

Penulisan Skripsi ini dilatar belakangi oleh di aturnya ketentuan mengenai 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga 

Harapan.  Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018 di mana berisi tentang 

meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui peningkatan 

aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. 

yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, namun pada 

kenyataannya tugas tersebut belum dapat terealisasi dengan baik. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk 

mengetahui pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 

tentang sasaran penerima Program Keluarga Harapan di Desa Kumantan 

Kecamatan Bangkinang Kota. (2) Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan Pasal 

3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang sasaran penerima 

Program Keluarga Harapan di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota? (3) 

Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan Pasal 3 Peraturan 

Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang sasaran penerima Program Keluarga 

Harapan di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota. 

Penelitian ini adalah penelitian hukum Islam sosiologis. Lokasi penelitian 

adalah Kantor Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota. Populasi dan sampel 

yaitu Kades Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota, Pendamping Program 

Keluarga Harapan (PKH) Desa Kumantan, dan KPM PKH Desa Kumantan 

Kecamatan Bangkinang Kota. Sumber data dalam penelitian ini adalah data 

primer, data sekunder, metode pengumpulan data melalui observasi, 

wawancara,kuesioner angket,dokumentasi dan studi kepustakaan . 

Hasil dari penelitian bahwa pelaksanaan PKH di Desa Kumantan masih 

terdapat kevalidan data kelayakan keluarga penerima manfaat  program keluarga 

harapan (KPM PKH), yang mana masih ditemukan masyarakat penerima bantuan 

PKH yang berasal dari keluarga yang mampu dengan kondisi menengah keatas. 

Sementara pada saat yang bersamaan ada masyarakat yang dinilai berhak 

menerima bantuan namun tidak termasuk calon KPM PKH padahal mereka 

memiliki salah satu komponen yang menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan 

tersebut. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Sosial 

Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan masih belum sesuai 

sepenuhnya dengan Fiqih Siyasah Tanfidziyyah yaitu tujuan kemaslahatan 

masyarakat karena pelaksanaan pendataan belum adil dan transparan.  

 

Kata Kunci : Pelaksanaan, Program Keluarga Harapan, Fiqih Siyasah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan merupakan fenomena dan masalah yang terus menerus 

dikaji dan menjadi perhatian pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah 

satu faktor penyebab ketertinggalan dan penghambat pembangunan suatu 

bangsa adalah tingginya angka kemiskinan. Kemiskinan dapat menimbulkan 

dampak yang bersifat menyebar terhadap tatanan kemasyarakatan secara 

menyeluruh. Kemiskinan juga merupakan muara dari masalah sosial lainnya.
1
 

Agama Islam merupakan agama rahmatan li al-alamin, sehingga 

memandang masalah kemiskinan ini adalah masalah yang wajib di perhatikan, 

bahkan Ali bin Abi Thalib berkata “Seandainya kemiskinan berwujud 

manusia, niscaya aku akan membunuhnya”, sedemikian penting masalah 

kemiskinan ini, karena jika kemiskinan merajalelah, akan banyak kerusakan 

dan kehancuran dimuka bumi ini, akan banyak kejahatan akibat penderitaan 

dari kekurangan, penanggulangan kemiskinan dilakukan dalam rangka 

menyelamatkan aqidah, akhlak, dan tingka laku perbuatan, memelihara 

kehidupan rumah tangga dan melindungi kestabilan dan ketentraman 

masyarakat, di samping mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama 

anggota masyarakat.
2
 

                                                           
1
 Soetono, Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2006), hal 285. 

2
 Nurul Fahmi dan Khairil Anwar, “Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 

Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Dalam Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat 

Miskin’, dalam Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam, Vol.1 No.2, (2020), hal 89. 
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Kemiskinan dalam perspektif Islam dikategorikan dalam dua golongan 

yaitu fakir dan miskin. Fakir miskin adalah orang/keluarga yang sama sekali 

tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan 

untuk memenuhi kebutuhannya dan ia tidak mampu melakukan usaha. 

Sedangkan miskin adalah suatu kondisi seseorang yang memiliki kemampuan 

untuk mencari nafkah tetapi pendapatannya masih tidak dapat untuk 

mencukupi kebutuhan dasarnya.
3
 Menurut Al-Ghazali kemiskinan merupakan 

suatu keadaan dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi 

apa yang ia butuhkan secara mendasar. Ketidakmampuan selain kebutuhan 

dasar bukan termasuk kemiskinan.
4
  

Menurut Quraish Shabab dalam kitab Tafsir al-Mishbah mengatakan 

bahwa setan menakut-nakuti  kalian dengan kemiskinan, memalingkan dari 

amal shaleh sehingga kalian tidak berinfak di jalan kebaikan dan menyuruh 

kalian berbuat kejahatan. Jika kemiskinan semaki merajalela, maka semakin 

menjadikan kemiskinan yang mampu membuat lupa kepada Allah SWT.
5
 

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 268. 

                                    

    

Artinya:  “Syaitan menjanjikan (menakut-nakutkan) kamu dengan 

kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejjahatan (kikir), sedang 

Allah menjadikan untukmu ampunan dari padanya dan karunianya 

dan Allah maha luas (karunia-nya) lagi maha mengetahui” (QS. Al-

Baqarah : 268).
6
 

                                                           
3
 Annisa dan Siti Humanira, “Kredit Berbasis Islam Dalam Mengentaskan 

Kemiskinan”,dalam  Jurnal The Moslem Plamer 1, (Study Kasus: Gramen Bank, 2013). 

4
 Nurul Huda, Ekonomi Pembangunan Islam, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2015), hal 

23. 

5
 Nurul Fahmi dan Khairil Anwar, Op Cit, hal 68. 

6
 Kutipan Q.S Al-Baqarah ayat 268. 
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Ali bin Abi Thalib menjelaskan terdapat lima pilar penting yang dapat 

mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan masyarakat menurut 

islam antara ilmu para ulama, pemerintah yang adil, kedermawanan kelompok 

orang-orang kaya, doa-doanya orang-orang fakir, dan kejujuran para pegawai. 

Dengan demikian Ali bin Abi Thalib menjadikan orang fakir miskin memiliki 

akhlak yang baik sebagai salah satu pilar penting daalam pembangunan 

masyarakat.
7
 

Dalam Islam di perintahkan juga untuk saling memelihara kehidupan 

termasuk perihal kemiskinan, seperti dijelaskan dalam Q.S Al-Ma’un ayat 1-7. 

                         

                       

             

Artinya:  “Tahukah kamu (orang) yag mendustakan agama?Maka itulah 

orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong 

memberi makan orang miskin, maka celakalah orang yang  sholat, 

(yaitu) orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat 

riya, dan enggan (memberikan) bantuan” (QS. Al-Ma’un’: 1-7).
8
 

 

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa diajarkan untuk menyantuni anak 

yatim dan termasuk memberi makan orang miskin, jika tidak maka termasuk 

orang yang mendustakan agama. Hal ini dijelaskan bahwasanya orang 

memelihara kehidupan orang lain, maka dia seolah-olah telah memelihara 

seluruh manusia. Menjaga manusia dan menjamin hak hidup orang lain 

merupakan kewajiban seluruh muslimin karena mendatangkan amal shalih 

yang benar. Hal itulah yang menjadi tugas dari pemerintah untuk menjaga dan 

menjamin hak masyarakat. 

                                                           
7
 Irfan Sauqy, Ekonomi Pembangunan Syariah, (Jakarta: Rajawali, 2016), hal 26. 

8
 Kutipan Q.S. Al-Ma’un (107): ayat 1-7. 
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Dalam perspektif Fiqih Siyasah permasalahan ini berkaitan dengan 

Siyasah Tanfidziyyah yang merupakan salah satu bagian terpenting dalam 

sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan 

Perundang-undangan negara. Negara memiliki kewenangan untuk 

menjabarkan  dan mengaktualisasi Perundang-undangan yang telah 

dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik 

yang berhubungan dengan dalam negari maupun menyangkut dengan sesama 

negara.
9
    

Permasalahan terfokus pada angka kemiskinan di Kabupaten Kampar 

tepatnya di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota. Kondisi penduduk 

Desa Kumantan rata-rata memiliki penghasilan dari becak, buruh karet, 

nelayan, Petani, wiraswasta, dan buruh pedagang. Jadi kondisi Perekonomian 

yang di peroleh penduduk hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Untuk itu Pemerintah Desa 

Kumantan telah melaksankan Program Keluarga Harapan (PKH) pada 

masyarakat Desa Kumantan.
10

 

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah program bantuan 

bersyarat, yang mana program ini membuka akses keluarga miskin terutama 

bagi ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan 

kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik), manfaat pkh juga 

                                                           
9
 Shalsa Putri Sabella dan Rita Rahmawati, “Program Keluarga Harapan Persfektif Fiqih 

Siyasah Dusturiyah”, dalam Journal Of Constitutional Law, Vol. 03 No. 02, (2023), hal 182. 

10
 Masri Dalmi, Kepala Desa Kumantan, Wawancara, Desa Kumantan, 8 Mei 2024. 
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untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan 

mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya.
11

 

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Program Keluarga Harapan menyebutkan bahwa sasaran Program Keluarga 

Harapan (PKH) merupakan keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan 

serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki 

komponen kesehatan, pendidikan dan/atau kesejahteraan sosial.
12

 

Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

Program Keluarga Harapan (PKH) menjelaskan bahwa bantuan Program 

Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada keluarga atau seeorang miskin dan 

rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan kemiskinan yang 

memiliki komponen kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial. Komponen 

dari kesehatan yakni ibu hamil, ibu menyusui, memiliki anak bayi dan balita, 

komponen pendidikan yaitu anak usia sekolah setingkat SD, SMP, SMA dan 

anak usia 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 

tahun. Komponen kesejahteraan sosial yaitu orang miskin lanjut usia dan 

disabilitas, di utamakan disabilitas berat. Keluarga Penerima Manfaat Program 

Keluarga Harapan (KPM PKH) yang tidak memenuhi komponen kesehatan, 

pendidikan, dan kesejahteraan sosial tidak bisa menerima bantuan Program 

Keluarga Harapan (PKH). 

Adapun persoalan yang berkenaan dengan Program Keluarga Harapan 

(PKH) selama ini, yakni mengenai sasaran kevalidan data kelayakan peserta 

                                                           
11

 Lisa Fatrisia, Pendamping PKH Desa Kumantan, Wawancara,Desa Kumantan, 13 Mei 

2024 

12
 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Program Keluarga Harapan, 

Pasal 3 



6 

 

 

Program Keluarga Harapan (PKH) dimana masih terdapat warga yang 

penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berasal dari 

keluarga yang mampu dengan kondisi ekonomi menengah keatas. Pada saat 

yang sama ada warga atau masyarakat yang dinilai berhak, tidak terdata 

sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) padahal mereka memiliki 

komponen dan pantas menjadi peserta Program Keluarga Harapan (PKH). 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mendalami 

lebih lanjut terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa 

Kumantan yang tertuang dalam dalam penelitian dengan judul: “Pelaksanaan 

Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Sasaran 

Penerima Program Keluarga Harapan di Desa Kumantan Kecamatan 

Bangkinang Kota Perspektif Fiqih Siyasah” 

 

B. Batasan Masalah 

Agar pembahasan pada penelitian ini tidak menyimpang dari topik 

pembahasan, maka penulis membatasi penelitian ini membahas tentang 

sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kumantan 

Kecamatan Bangkinang dan tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan 

Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang sasaran 

penerima Program Keluarga Harapan di Desa Kumantan Kecamatan 

Bangkinang Kota. 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut penulis menemukan permasalahan yang 

diteliti yaitu: 
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1. Bagaimana pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 

2018 tentang sasaran penerima Program Keluarga Harapan di Desa 

Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota? 

2. Apa saja hambatan pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 

Tahun 2018 tentang sasaran penerima Program Keluarga Harapan di Desa 

Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota? 

3. Bagiamana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan Pasal 3 Peraturan 

Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang sasaran penerima Program 

Keluarga Harapan di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka 

tujuan penelitian ini, yaitu: 

a. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial 

Nomor 1 Tahun 2018 tentang sasaran penerima Program Keluarga 

Harapan di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota. 

b. Untuk mengetahui hambatan pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri 

Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang sasaran penerima Program 

Keluarga Harapan di Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota? 

c. Untuk mengetahui tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan Pasal 3 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang sasaran 

penerima Program Keluarga Harapan di Desa Kumantan Kecamatan 

Bangkinang Kota. 
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2. Manfaat Penelitian. 

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang Pelaksanaan Peraturan 

Menteri Sosial tentang Program Keluarga Harapan dalam sasaran 

penerimaan Program Keluarga Harapan.. 

b. Memberikan informasi dan kontribusi pemikiran kepada pembaca, 

civitas akademika UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan masyarakat Desa 

Kumantan Kecamatan Bangkinang. 

c. Sebagai suatu karya ilmiah yang merupakan syarat memperoleh gelar 

Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

A. Program Keluarga Harapan Dalam Pandangan Islam 

1. Pengertian Program Keluarga Harapan Dalam Pandangan Islam 

Dalam Fiqih Siyasah menyatakan bertanggung jawab penuh untuk 

menata ekonomi Negara sehingga bisa membantu memenuhi kebutuhan 

hidup dari semua golongan masyarakat adalah tugas negara dalam hal 

kesejahteraan rakyat. Islam memiliki ajaran yang sangat kompleks, 

termasuk hubungan manusia dan manusia itu sendiri. Pemerintah 

memegang peran penting dalam menciptakan kesejahteraan bagi 

masyarakat, komitmen Islam yang begitu intens terhadap persaudaraan 

dan keadilan menurut semua sumber daya ditangan manusia sebagai 

titipan dari Allah dan harus di manfaatkan untuk mengaktualisasikan 

`Maqashid Syari’ah diantaranya pemenuhan kebutuhan pokok, sumber 

daya pendapatan yang terhormat, dan distribusi pendapatan dan kekeyaan 

yang merata.
13

 

Islam tidak melarang seseorang berkomsumsi dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan sehingga memperoleh maslahat dan kemanfaatan 

yang setinggi-tingginya bagi kehidupan, Hal ini merupakan dasar tujuan 

dari syari’ah Islam sendiri yaitu kesejahteraan hakiki bagi manusia dan 

sekaligus cara untuk mendapatkan falah (keberuntungan) yang maksimal 

kebutuhan-kebutuhan manusia beserta alat-alat pemuasnya tidak hanya 

                                                           
13

 Aminah Nur Habibah dkk, “Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentas 

Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan”, dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2020. 
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berkenan dengan bidang materi tetapi juga rohani.
14

 Sebagaimana 

dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 201 

                                    

    

Artinya:  “Dan diantara merka ada yang berdoa, “ya tuhan kami, berilah 

kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah 

kami dari azab neraka” (QS. Al-Baqarah : 201).
15

 
 

Ayat al-Quran tersebut secara tidak langsung menjelaskan 

mengenai tujuan pembangunan nasional yang dimana relevan dengan 

tujuan hidup seorang muslim. Dimana untuk mewujidkan prinsip 

kesejahteraan yang didalam al-Quran dirumuskan kata-kata “Baldatun 

thayibatun wa rabbun ghafuur” yaitu diartikan sebagai negara yang 

sejahteraan dan dibawa lindungan Allah SWT, Oleh sebab itu, negara 

berkewajiban untuk mengatur dan mengalokasikan dana dalam jumlah 

yang cukup dan sesuai dengan keperluan jaminan sosial bagi masyarakat 

yang membutuhkan. 

Konsep kesejahteraan masyarakat dalam al-Quran sangat 

mendukung prinsip-prinsip dari kesejahteraan masyarakat itu. Dimana al-

Quran merupakan landasan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya 

yaitu menciptakan negara yang aman dan tentram dengan menjadikan 

masyaraka makmur dan sentosa, dimana kesejahteraan masyarakat itu bisa 

diartikan sebagai masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-

hari dengan rasa aman dan nyaman. 

                                                           
14

 Ibid 

15
 Kutipan Q.S Al-Baqarah ayat 201 
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2. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan Dalam Islam 

Dalam Islam pemerintah adalah pengatur dan pemelihara rakyat, 

pemerintah berkewajiban melindungi fakir miskin yang berada di daerah 

kekeuasaannnya bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan 

hidup mereka. Mencukupi kebutuhan setiap warga negara melalui sumber-

sumber dana yang sah yang diaplikasikan dalam bentuk perlindungan 

sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan kebijakan 

pemerintah yang tidak bersumber dari ajaran Islam, namun Indonesia 

dalam falsafahnya juga menyakini adanya Ketuhanan yang Maha Esa dan 

Keadilan bagi seluruh rakyatnya, hal tersebut seiring dengan ajaran dan 

aturan-aturan Islam.  

Di samping itu, Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dikatakan 

sebagai wujud keadilan sosial, dimana hukum Islam yang berisikan 

keadilan telah menetapkan tujuan perlindungan terhadap hak-hak asasai 

yang disertai tanggung jawab terhadap setiap individu.
16

  

Di dalam Islam mengentaskan kemiskinan dan agar terwujudnya 

kesejahteraan, program perlindungan sosial haruslah berlandaskan pada 

keadilan, tanggung jawab, kebaikan dan jauh dari segala kezaliman dan 

arogansi. Program Keluarga Harapan (PKH) dalam membentuk keluarga yang 

sejahteraan dilihat dari sudut pandang nilai-nilai dasar hukum Islam adalah 

sebagai berikut: 

                                                           
16

 Euis Amalia, Keadilan Distribusif Dalam Islam : Penguatan Peran LKM dan UKM di 

Indonesia (Ed, 1: Jakarta : Rajawali pers, 2009) hal 117. 
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a. Keadilan 

Islam sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek 

kehidupan. Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia supaya 

berperilaku adil, baik kepada Allah SWT, dirinya sendiri maupun orang 

lain. Allah sangat menekankan umat manusia berperilaku adil, termasuk 

adil dalam perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada 

rakyatnya. Keadilan dalam perlindungan sosial ini bertujuan agar 

penyaluarn kekayaan dapat merata sehingga tidak ada jurang pemisah 

anatara sikaya dan simiskin. Sebagaimana disebutkan didalam Q.S Al-

Nahl ayat 90 yang berbunyi: 

                            

                   

Artinya:  “Sesungguhnya Allah menyuruh (kami) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. 

Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat 

mengambil pelajaran”(QS. Al-Nahl : 90).
17

 

 

Ayat diatas dapat dipahami bahwa Allah SWT banyak menekankan 

pada apa yang perlu kita lakukan sebagai manusia secara adil, termasuk 

keadilan perlindungan sosial yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya. 

Keadilan dalam perlindungan sosial bertujuan agar kekayaan terdistribusi 

secara merata sehingga tidak terjadi perbedaan antara kaya dan miskin. 

Dalam Islam keadilan merupakan salah satu prinsip yang harus dijunjung 

tinggi, karena Islam mewajibkan setiap orang untuk menikmati hak-

haknya sebagai manusia dengan memenuhi kebutuhannya 

                                                           
17

 Kutipan Q.S Al-Nahl ayat 90 
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b. Tanggung Jawab 

Setiap perilaku kebijakan memiliki tanggung jawab untuk 

berperilaku yang benar dan amanah dalam mewujudkan kemaslahatn. 

Tidak terkecuali pemerintah yang memiliki kekuasana atas wilayah yang 

dipimpin, maka hendaklah seorang pemimpin harus berusaha 

memposisikan dirinya, sebagia pelayan dan pengayom masyarakat. 

 Ajaran Islam menekankan pada perilaku yang bertanggung jawab, 

termasuk kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan 

manusia. Allah SWT melarang perampasan harta benda atau barang milik 

orang lain dan bertanggung jawab atas segala kerusakan yang disebabkan. 

Dalam hal ini pemerintah memiliki kekuasaan atas wilayah yang 

dipimpinnya, sehingga para pemimpin harus melakukan yang terbaik 

untuk melindungi masyarakatnya. Sebagimana disebutkan didalam Q.S 

Al-Muddattsir ayat 38 yang berbunyi:  

             

Artinya:  “Tiap-tiap diri bertannggung jawab atas apa yang telah 

diperbuat”(QS. Al-Muddattsir : 38).
18

 

 

Dalam Q.S Al-Muddattsir ayat 38 di jelaskan bahwa setiap orang 

memiliki tanggung jawab, terutama kepada para pemimpin yang memiliki 

tanggung jawab besar terhadap masyarakat dan negara yang dipimpinnya. 

Pemimpin harus amanah agar sejahtera karena semua yang dipercayakan 

kepada mereka akan di pertanggung jawabkan.  

 

                                                           
18

 Kutipan Q.S Al-Muddattsir ayat 38 
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B. Program Keluarga Harapan 

1. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH). 

Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 

2018 Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian 

bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan 

rentan, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan 

ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga 

Harapan (KPM PKH).
19

 Dalam istilah internasional disebut Conditional 

Cash Transfer (CCT). Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) 

adalah bantuan berupa uang, kepada keluarga atau seseorang miskin, tidak 

mampu, dan rentan terhadap resiko sosial.
20

  

Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu bagian dari 

program prioritas pembangunan, diharapkan cepat dalam menanggulangi 

kemiskinan, mengupayakan peningkatan umur harapan penduduk, 

membaiknya sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan, serta 

membaiknya tingkat ekonomi masyarakat miskin, dan dapat meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kesehatan.
21

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) 

merupakan program yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial dimana 

Program tersebut bantuan tunai  diberikan kepada Rumah Tangga Sangat 

Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) dan memiliki persyaratan 

                                                           
19

 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Program Harapan, Pasal 1 

Ayat 1. 

20
 Kementerian Sosial Republik Indonesia, Layanan Sumber Daya Manusia 

Kesejahteraan Sosial  Tahun 2022. 

21
 Sri Lestari Rahayu, Bantuan Sosial di Indonesia, (Bandung:Fokus Media, 2012), Hal. 

129 
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yang harus terpenuhi, seperti komponen kesehatan, pendidikan, dan 

kesejahteraan sosial, dimana program ini bertujuan untuk membantu 

perekonomian keluarga miskin, mengurangi angka kemiskinan serta 

meningkatkan sumber daya manusia sehingga dapat terwujudnya 

kesejahteraan tersebut. 

2. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH). 

Tujuan umum Program Keluarga Harapan (PKH) adalah untuk 

mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas 

Sumber Daya Manusia (SDM), dan meningkatkan RTSM yang relatif 

kurang mendukung peningkatan kesejahteraan.
22

 Sedangkan secara 

khusus, tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah: 

a. Untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui 

akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial; 

b. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan 

keluarga miskin dan rentan; 

c. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima 

manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta 

kesejahteraan sosial; 

d. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ; dan 

e. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada 

keluarga penerima manfaat.
23

 

                                                           
22

 Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021-2024, hal 22 

23
 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Program Keluarga Harapan, 

Pasal 2 
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3. Sasaran penerima Program Keluarga harapan (PKH). 

Sasaran dari Penerima Keluarga Harapan (PKH) sebagaimana yang 

telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Program Keluarga Harapan yaitu keluarga dan/atau seseorang 

yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data perpadu program 

penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, 

dan/atau kesejahteraan sosial
24

. 

Kemiskinan secara ekonomi dilihat dari kekurangan sumber daya 

yang cukup digunakan dalam terpenuhnya kebutuhan hidup. Kehidupan 

dalam kemiskinan tidak serta merta hidup kekurangan uang, namun 

banyak hal yang menjadi penyebabnya. Kemiskinan adalah suatu kondisi 

ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata 

masyarakat disuatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini  ditandai dengan 

rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok 

baik berupa pangan, sandang, maupun papan.
25

 

4. Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). 

Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) 

dilaksanakan sebagai berikut: 

a. Perencanaan dan penetapan calon peserta Program Keluarga Harapan 

(PKH) yang bersumber dari data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan 

Sosial). 

                                                           
24

 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018, Tentang Program keluarga harapan, 

Pasal 3. 

25
 Ady Ardyansyah dkk, “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam 

Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Bima (Studi Pelaksanaan PKH Di Kecamatan 

Monta)”, dalam Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan, Vol. 5., No. 1., (Juni 2018), hal. 132. Dalam 

http://komunikasistisip.ejournal.web.id/index.php/komunikasistisip/article/view/175/154. Diakses 

pada 4 November 2023, pukul 11.39 WIB. 
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b. Penetapan calon Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga 

Harapan (KPM PKH). 

c. Pertemuan awal dan Validasi data awal (sosialisasi pertemuan awal 

antara pendamping sosial dan calon Keluarga Penerima Manfaat 

Program Keluarga Harapan (KPM PKH). 

d. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan 

(KPM PKH) berdasarkan hasil validasi data calon peserta penerima 

Program Keluarga Harapan (PKH) dan hasil Verifikasi Komitmen atau 

pemutakhiran data. 

e. Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). 

Memastikan bansos Program keluarga harapan (PKH) tepat jumlah dan 

tepat sasaran. 

f. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Bertujuan untuk 

memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga 

Harapan (KPM PKH) menerima hak dan memenuhi kewajibannya. 

g. Peningkatan kemampuan keluarga, dilaksanakan melalui pertemuan 

Peningkatan kemampuan keluarga yang dilaksanakan oleh 

pendamping dengan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga 

Harapan (KPM PKH). 

h. Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga 

Harapan (KPM PKH), kegiatan untuk memastikan anggota kelurga 

penerima manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) terdaftar 

dan hadir pada fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan 

sosial. 
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i. Pemutakhiran data. Memastikan setiap ada perubahan sebagian atau 

seluruh data anggota keluarga penerima manfaat Program keluarga 

harapan (KPM KH). 

j. Trasformasi kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH).
26

 

5. Kriteria Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM 

PKH). 

Kriteria kepesertaan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah 

Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) yang 

memiliki komponen Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah terdata 

oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan 

sebagai Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM 

PKH).
27

 Komponen Program Keluarga Harapan (PKH), terdiri dari: 

1. Komponen Kesehatan, yaitu: 

a) Ibu hamil maksimal  (dua) kali kehamilan; 

b) Anak usia dini maksimal 0 s/d 6 (enam) tahun dan maksimal  (dua) 

anak. 

2. Komponen Pendidikan 

a) Anak SD/MI derajat Anak usia 6 s/d 21 tahun yang belum 

menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. 

b) Anak SMP/MTs Sederajat Anak usia 6 s/d 21 tahun yang belum 

menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. 

                                                           
26

 Kementerian Sosial Republik Indonesia, Layanan Sumber Daya Manusia 

Kesejahteraan Sosial  Tahun 2022. 

27
 Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021-2024, Op Cit, 

hal 22. 
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c) Anak SMA/ MA Sederajat Anak usia 6 s/d 21 tahun yang belum 

menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. 

3. Komponen Kesejahteraan Sosial 

a) Lanjut Usia 60 Maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga 

b) Penyandang Disabilitas Berat Maksimal 1 orang dan berada dalam 

keluarga (tuna daksa dan keterbelakangan mental) penyandang 

disabilitas fisik dan penyandang dan penyandang disabilitas 

mental.
28

 

6. Hak Keluarga Penerima Program Keluarga harapan (PKH). 

a) Bantuan Sosial PKH;  

b) Pendamping PKH;  

c) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan 

sosial; program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, 

d) Pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan 

kebutuhan dasar lainnya.
29

 

7. Kewajiban Keluarga Penerima manfaat Program Keluarga harapan 

(KPM PKH) 

Setelah ditetapkan sebagai keluarga penerima bantuan Program 

Keluarga Harapan (PKH), maka keluarga tersebut memiliki kewajiban 

yang harus dilaksanakan terkait dengan komponen yang dimilikinya. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang 

                                                           
28

 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018, Tentang Program keluarga harapan, 

Pasal 5. 

29
 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018, Tentang Program keluarga harapan, 

Pasal 6. 
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Program Keluarga Harapan pada Pasal 7 dijelaskan bahwa Keluarga 

Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) berkewajian 

untuk: 

a. Memeriksa kesehatan pada Fasilitas pelayanan kesehatan sesuai 

dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak 0 (nol) 

sampai dengan 6 (enam) tahun; 

b. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 

85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak 

usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan 

c. Mengikuti kegiatan dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan 

kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai 

dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.
30

 

8. Tahap penyaluran bantuan Keluarga Penerima Manfaat Program 

Keluarga Harapan (KPM PKH) 

Bantuan penyaluran Program Keluarga Harapan diberikan per tri 

wulanan atau disalurkan dalam 4 (empat) tahap. Adapun jadwal pencairan 

Program Keluarga Harapan (PKH) 2023 secara keselurusan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel II.1 

Tahap Penyaluran Bantuan 2023 

No Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV 

1 Januari-Maret April- Juni Juli-September Oktober-Desember 

Sumber: https://jdih.bpk.go.id (Diakses pada tanggal 9 November 2023, 

pukul 20:30) 

                                                           
30

 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2018, Tentang Program keluarga harapan, 

Pasal 7. 
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Penyaluran anggaran bansos Program Keluarga Harapan (PKH) 

dilakukan melalui  tahap, dalam 1 tahapan pertiga bulan sekali. Anggaran 

bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2023 sebesar Rp. 

28.709.816.300.000. Jadi Pertahapnya Rp. 7.177.454.075.000. untuk 10 

juta Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.
31

 

Besaran bantuan atau nominal tunai untuk peserta Keluarga 

Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) bervariasi 

tergantung jumlah anggota keluarga yang diperhitungkan dalam 

penerimaan bantuan, baik komponen kesehatan maupun komponen 

pendidikan. Besaran bantuan atau nominal tunai ini dikemudian bisa 

berubah sesuai dengan kondisi keluarga saat itu dan/atau bila peserta tidak 

dapat memenuhi syarat yang ditentukan.
32

  

Besaran bantuan atau nominal tunai yang diberikan kepada Rumah 

Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau Keluarga Penerima Manfaat Program 

Keluarga Harapan (KPM PKH) pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai 

berikut:
33

 

Tabel II. 2 

Besaran Bantuan Pertahap 
No Kategori Indeks/3 bulan Indeks/Tahun 
1 Ibu hamil Rp.750.000 Rp.3.000.000 
2 Anak usia dini/balita Rp.750.000 Rp.3.000.000 
3 Anak sekolah SD Rp.225.000 Rp.900.000 
4 Anak sekolah SMP/ SLTP Rp.375.000 Rp.1.500.000 
5 Anak sekolah SMA/ SLTA Rp.500.000 Rp.2.000.000 
6 Lansia Rp.600.000 Rp.2.400.000 
7 Penyandang disabilitas Rp.600.000 Rp.2.400.000 

Sumber:  https://jdih.bpk.go.id (Diakses pada tanggal 9 November 2023, 

pukul 20:30) 

                                                           
31

 https://kemensos.go.id/ (Diakses pada tanggal 9 November 2023, pukul 19:00). 

32
 Kajian Program Keluarga Harapan, hal. 10. 

33
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Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat tujuh kategori 

penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tiga 

komponen, yaitu kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Setiap 

kategori berbeda jumlah nilai bantuannya, dalam setahun pencairan dana 

dibagi tiga bulan sekali sesuai dengan kategori Keluarga Penerima 

Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH). 

9. Peratuan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga 

Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program 

perlindungan sosial terencana, terarah dan berkelanjutan dalam bentuk 

Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bermasyarakat 

yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan 

pendapatan keluarga miskin dan rentan.
34

 Peraturan Menteri Sosial Nomor 

1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. 

Menimbang: 

a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan 

memulai peningkatan aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan, 

pendidikan dan kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan 

sosial yang terancam, terarah, dan berkelanjutan; 

b. Bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang 

Program Keluarga Harapan belum mengakomodasi kebutuhan 

Program Keluarga Harapan, sehingga perlu dilakuukan 

penyempurnaan; 

                                                           
34

 http://pkh.kemensos.go.id( Diakses pada tanggal 1 November 2023, pukul 11:00) 
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c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang 

Program Keluarga Harapan; 

Mengingat: 

1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Soaial 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4967); 

3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir 

Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 

4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5294); 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan 

Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449); 

6) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 8);  
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7) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);  

8) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan 

Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 156);  

9) Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1125); 

10) Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme 

Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);  

11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang 

Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang Belanja Bantuan Sosial 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147).
35

 

                                                           
35

 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Program Harapan. 
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C. Fiqih Siyasah 

1. Pengertian Fiqih Siyasah 

Fiqih Siyasah merupakan tarkib idhof yang tersusun dari dua kata 

bahasa Arab, yaitu kata fiqih dan kata siyasah. Fiqih atau Fikih berasal 

dari faqaha-yafqahu-fiqhan, dengan arti etimologi (bahasa) bahwa fiqih 

adalah pemahaman atau paham yang mendalam. Secara terminologi 

(istilah) adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan 

syara mengenai perbuatan yang diperboleh dari dalil-dalil yang fashil 

(terinci) yang diambil dari al-Qur’an dan Sunnah.
36

 

Kata Siyasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, 

mengurus, dan memerintah. Secara etimologi (bahasa) mengandung arti 

mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, 

pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, 

yang dimaksud dengan kata Siyasah adalah mengatur atau memimpin 

sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.
37

 

Menurut Abdul Wahab Khallaf, secara terminologi Siyasah adalah 

pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban 

dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara menurut Louis 

Ma’luf memberikan batasan bahwa Siyasah adaah membuat maslahat 

manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan 

menurut Ibn Manzhur mendefenisikan Siyasah sebagai mengatur atau 

                                                           
36

 Ali Akhbar Abaib dan Mas Rabbani Lubis, Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah 

Dusturiyah, (Yogyakarta: Semesta Aksana, 2019), hal. 11 

37
Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-qur’an Dan Hadist”, dalam 

Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1, 2018. 
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memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada 

kemaslahatan.
38

 

Dari Uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Fiqih Siyasah ialah 

ilmu yag mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segara 

bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang 

kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran Syariat untuk 

mewujudkan kemaslahatan umat. 

2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah 

Beberapa para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang 

lingkup kajian Fiqih Siyasah. Diantaranya ada yang menetapkan lima 

bidang, ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang 

pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup 

kajian Fiqih Siyasah menjadi delapan bidang pembahasan. Perbedaan 

tersebut tidak terlalu berprinsip hanya saja teknisnya yang membedakan. 

Dari perbedaan di atas maka pembagian Fiqih Siyasah dapat 

disederhanakan menjadi tiga ruang lingkup pembahasan, yaitu: 

a. Al-siyasah al-Dusturiyah, yaitu politik perundang-undangan. 

b. Al-siyasah al-Kharijiyah, yaitu politik luar negeri. 

c. Al-siyasah al-Maliyah, yaitu politik keuangan dan moneter. 

d. Al-siyasah Tanfidziyyah,yaitu politik pelaksanaan Undang-Undang.
39

 

Selain bersumber dari al-Quran dan Hadist, kajian Fiqih Siyasah 

juga bersumber dari pemikiran manusia dan lingkungannya, seperti 
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 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah ‚Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta, 

Prenadamedia Group. 2014), hal. 4. 
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pemikiran para pakar politik, kebiasaan masyarakat, adat istiadat, 

pengalaman dimasa lampau dan kebijakan yang pernah dibuat 

sebelumnya, hal ini diuangkapkan oleh Ahmad Sukardja. Hubungan antara 

masyarakat dan masanya dalam mewujudkan kesejahteraan dan 

kemaslahatan merupakan objek kajian dari Fiqih Siyasah. Hubungan yang 

dimaksud masalah kebijakan perundang-undangan, hubungan luar negari 

dalam masa damai dan perang, serta kebijaksanaan keuangan da moneter. 

Rasulullah pada saat itu menjalankan dua fungsi yaitu sebagai utusan 

Allah dan sebagai kepala negara Madinah.
40

 

Sumber hukum Islam yang digunakan dalam menggali hukum 

Fiqih Siyasah ini tetap sama, yakni al-Qur’an dan adist. Secara global 

bahwa sumber hukum yang digunakan dalam Fiqih Siyasah 

terkualifikasikan ke dalam dua bentuk yakni primer dan skunder. Sumber 

hukum Fiqih Siyasah ada yang mengatakan terbagi menjadi 3 golongan 

yang bersumber dari al-Qur’an, Sunnah, dan sumber hukum berupa 

peninggalan kaum muslim terdahulu. Dalam proses perkembangan Fiqih 

terbagi menjadi tiga tahap yakni klasik, pertengahan dan modern.
41

 

3. Fiqih Siyasah Tanfidziyyah 

Pengertian Siyasah Tanfidziyah Syar‟iyyah Kata Siyasah berasal 

dari kata sasa berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu 

pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian 

bahwa kebahasaan ini tujuan Siyasah adalah mengatur dan membuat suatu 
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kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan 

tertentu tujuan kemaslahatan masyarakat.` 

Tugas al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-

undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan 

mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. 

Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan 

dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama 

negara (hubungan Internasional). Islam telah menganugerahkan kemuliaan 

pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan 

jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang 

dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga 

dianugerahkan pada seluruh umat manusia.
42

  

Siyasah Tanfidziyyah pada sebuah sistem pemerintahan Islam 

diartikan sebagai kekuasan yang melaksanakan sebuah Undang-undang 

atau peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh kekuasaan pembuat 

undang-undang tersebut. Siyasah Tanfidziyyah dapat disebut sebagai 

badan eksekutif atau lembaga pelaksanaan yang memiliki kewenangan 

melaksanakan dan mensosialisasikan sebuah perundang-undangan yang 

telah dirumuskan. 

Fiqih Siyasah Tanfudziyah diperuntukkan bagi setiap individu agar 

menyadari kewajiban mereka dan melaksanakannya Peraturan Perundang-

undangan dengan penuh keikhlasan. di samping kewajiban yang harus 
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ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu 

juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi. 

Sumber hukum Fiqih Siyasah Tanfidziyyah meliputi: 

1. Al-Quran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, 

dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al-Quran. Al-Quran adalah 

kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui 

perantara malaikat Jibril untuk disampaikan ke umat manusia agar 

dijadikan pedoman dalam kehidupan; 

2. Hadits, yang berhubungan dengan Imamah dan kebijaksanaan 

Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum. Hadits adalah segala 

sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad, baik dalam bentuk 

qaul (ucapan), fi’il (perbuatan), mauupun taqrir (ketetapan atau 

diamnya Rasulullah Saw terhadap apa yang diperbuat oleh para 

sahabat). 

 

D. Penelitian Terdahulu. 

Dalam kajian pustaka ini penelitian mencantumkan hasil-hasil 

penelitian terdahulu sebagai berikut: 

1. Penelitian Juria Lubis (2022), berjudul “pelaksanaan Program keluarga 

harapan berdasarkan peraturan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 di Desa 

sungai Langsat kecamatan Pangean menurut Fiqih Siyasah". Penelitian 

terdahulu ini membahas tentang hak keluarga penerima manfaat (KPM) 

PKH dalam proses penyalurannya sudah sesuai dengan standar operasional 

prosedur. Sedangkan penelitian penulis  membahas tentang masih terdapat 

warga penerima bantuan (KPM) PKH yang berasal dari keluarga mampu 
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dengan kondisi ekonomi menengah ke atas. Persamaan penelitian ini yaitu 

sama-sama membahas tentang Program Keluarga Harapan (PKH). 

2. Penelitian Dedi Gunawan (2022), berjudul “Pelaksanaan Program 

Keluarga Harapan di Desa Tanah Datar Kecamatan Tapung Hulu 

Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 

2018 Perspektif Fiqih Siyasah”. Penelitian terdahulu ini membahas tentang 

Program Keluarga Harapan yang mana permasalahannya dalam 

penyaluran PKH masih terdapat kesenjangan sosial yang terjadi seperti 

bantuan yang belum tepat sasaran dan belum meratanya penyaluran PKH. 

Sedangkan penelitian penulis  membahas tentang masih terdapat warga 

penerima bantuan (KPM) PKH yang berasal dari keluarga mampu dengan 

kondisi ekonomi menengah ke atas. Persamaan penelitian ini yaitu sama-

sama membahas tentang Program Keluarga Harapan (PKH). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Teknik Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara atau teknis yang dilakukan dalam 

proses penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunkan metode sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian hukum Islam sosiologis. yaitu 

lokasi yang menitik beratkan kepada Desa Kumantan Kecamatan 

Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Jenis penelitian adalah berdasarkan 

beberapa uraian singkat yang telah penulis paparkan, maka jenis penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis, 

yaitu dengan cara melakukan survay langsung kelapangan untuk 

mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang 

dilakukan langsung kepada masyarakat. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi di Desa 

Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Selain itu 

lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan 

observasi, wawancara mengenai permasalahan. 

3. Teknik Subjek dan Objek Penelitian 

Yang akan menjadi subjek penelitian adalah Kades Desa 

Kumantan Kecamatan Bnagkinang Kota, Pendamping Program Keluarga 
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Harapan (PKH) Desa Kumantan, dan KPM PKH Desa Kumantan 

Kecamatan Bangkinang Kota. 

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan 

pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang sasaran 

penerima Program Keluarga Harapan di Desa Kumantan Kecamatan 

Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. 

4. Populasi dan Sampel 

a. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti. Jumlah populasi dalam penelitian ini 

berjumlah 100 orang, yaitu 1 orang Kades Desa Kumantan Kecamatan 

Bangkinang Kota, 1 orang Pendamping KPM PKH Desa Kumantan 

Kecamatan Bangkinang Kota, dan 98 orang peserta KPM PKH Desa 

Kumantan Kecamatan Banngkinang Kota. 

b. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan 

metode total sampling yaitu menjadikan seluruh populasi menjadi 

sampel dan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang 

mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan memilih 

informan yang dianggap tahu dengan pertimbangan tertentu. Jumlah 

sampel dalam penelitian ini sebanyak 20 orang. Terdiri dari 1 orang 

Kades Desa Kumantan, 1 orang Pendamping KPM PKH Desa 

Kumantan, dan 18 orang peserta KPM PKH Desa Kumantan. 
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Tabel III.1 

Populasi dan Sampel 

No 

 
Responden 

Jumlah 

 Persentase 

Populasi Sampel 

2 Kades Desa Kumantan 1 1 100% 

3 Pendamping KPM PKH 1 1 100% 

4 Peserta KPM PKH 98  18 18% 

Total 
100 20 100% 

5. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini meliputi tiga kategori, yaitu: 

a. Data Primer, data yang diperoleh langsung dari lapangan tempat lokasi 

penelitian.
43

 Dalam hal ini peneliti memproleh data dari Kades Desa 

Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota, pendamping Program 

Keluarga Harapan dan KPM PKH Desa Kumantan Kecamatan 

Bangkinang Kota. Serta mengumpulkan informasi mengenai hal-hal 

yang berkaitan dengan penelitian. 

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui kajian pustaka, 

yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang 

berwujud laporan dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah 

dalam penelitian ini. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Observasi 

Metode observasi yaitu usaha pengumpulan bahan yang 

dilakukan dengan mencatat data-data penerima bantuan Progaram 

                                                           
43

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:PT.Raja 

Grafindo Persada, 2008), hal. 30 
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Keluarga Harapan (PKH) Desa Kumantan Kecamtan Bangkinang 

Kota, serta mengamati secara dekat pada saat pendistribusian dana 

bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). 

b. Wawancara 

Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara 

pewawancara (interviwer) dan sumber informasi atau orang yang 

diwawancara (narusumber) melalui komunikasi langsung.
44

 Dalam 

penelitian ini penulis mewancarai Kades Desa Kumantan Kecamatan 

Bnagkinang Kota, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) 

Desa Kumantan, dan KPM PKH Desa Kumantan Kecamatan 

Bangkinang Kota. 

c. Kuesioner Angket  

Kuesioner Angket yaitu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. Dalam penelitian ini kuesioner diberikan kepada 

Kades Desa Kumantan Kecamatan Bnagkinang Kota, Pendamping 

Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kumantan, dan KPM PKH 

Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota. Kuesioner dalam 

penelitian ini sebagai pendukung. 

d. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pencatatan secara sistematik gejala-gejala 

yang diteliti terdapat dalam dokumentasi, data dokumentasi berupa 

                                                           
44

 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Gabungan, (Jakarta: PT 

Fajar Interpratama mandiri, 2017), hal. 372 
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tulisan atau lukisan (gambar) dari Desa Kumantan Kecamatan 

Bangkinang Kota. 

e. Studi Kepustakaan, data yang diperoleh penulis dari berbagai literature 

dalam bidang program keluarga harapan yang diperoleh berupa buku, 

jurnal dan lainnya. 

7. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden 

secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di 

lapangan. Tahap yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang 

penulis lakukan secara deduktif. Secara menganalisa data tersebut yang 

kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada 

hal-hal yang bersifat khusus. 

8. Teknik Metode Penulisan 

Dalam pembahasan ini penulis menggunakan metode-metode 

sebagai berikut: 

a. Deduktif yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian diambil 

kesimpulan secara khusus.  

b. Induktif yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang 

berhubungan dengan penelitian, dianalisis kemudian diambil 

kesimpulan secara umum. 

c. Deskriptif yaitu dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian 

berdasarkan fakta-fakta yang ada. 
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B. Sistematika Penulisan 

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman 

pada buku panduan penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Untuk 

memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini maka, penulis membuat 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

  Bab yang memuat uraian tentang latar belakang masalah batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. 

BAB II  : KAJIAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian Program 

Keluarga Harapan (PKH), tujuan Program Keluarga Harapan 

(PKH), Sasaran penerima Program Keluarga harapan (PKH), 

mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), 

kriteria Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM 

PKH), hak Keluarga Penerima Program Keluarga harapan (PKH), 

kewajiban Keluarga Penerima manfaat Program Keluarga 

harapan (KPM PKH), tahap penyaluran bantuan Keluarga 

Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH), 

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2018, siyasah Dusturiyah. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

  Pada bab ini akan membahas mengenai jenis dan sifat penelitian, 

lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, informan 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, 

metode penulisan, dan sistemtika penulisan. 
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BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Pada pembahasan ini membahas tentang pelaksanaan pasal 3 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang sasaran 

penerima Program Keluarga Harapan di Desa Kumantan 

Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar dan bagaimana 

tinjauan fiqih siyasah terhadap penelitian tersebut. 

BAB V  : PENUTUP 

  Kesimpulan dan Saran  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat di 

simpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kumantan sudah 

dilaksanakan. Namun dalam pelaksanaannya kurang sesuai dengan 

Peraturan Menteri Sosial Pasal 3 Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program 

Keluarga Harapan bahwa: “Sasaran PKH merupakan kelurga atau 

seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu 

program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, 

pendidikan, dan kesejahteraan”, masih ada masyarakat miskin serta 

memiliki komponen tidk terdaftar sebagai peserta penerima Program 

Keluarga Harapan (PKH). Sementara itu masyarakata yang dalam kondisi 

ekonominya bisa di katakan sejahtera namun terdaftar sebagai peserta 

penerima Program Keluarga Harapan (PKH), dengan demikian 

pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Kumantan dinilai belum 

tepat sasaran. 

2. Tinjauan Fiqih Siyasah pelaksanaan dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 

1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Kumantan 

Kecamatan Bangkinang Kota, tentu berhubungan antara 

penguasa/pemerintah dan rakyat. Kebijakan dibuat haruslah untuk 

mensejahterakan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan 

kesejahteraan sosial. Tentu saja kebijakan ini sudah sesuai dengan Fiqih 
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Siyasah Tanfidziyyah yaitu kebijakan untuk memakmurkan dan 

kemaslahatan umat, meskipun dalam pelaksanaanya belum terealisasikan 

secara sempurna dan masih ada KPM PKH yang tidak tepat sasarannya. 

Namun tidak dapat dipungkiri terdapat juga masalahat yang dirasakan oleh 

masyarakat dengan bantuan tersebut untuk mengurangi kebutuhan sehari-

hari. 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh agar 

pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) berjalan dengan semestinya 

sesuai dengan peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Desa 

Kumantan, maka penulis memberikan saran, yaitu: 

1. Penulis menyarankan agar dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan 

(PKH) pemerintah desa lebih memperhatikan khususnya dalam pendataan 

masyarakat miskin, dengan menginput siapa-siapa yang layak mendapat 

dan tidak layak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) 

agar masyarakat yang layak mendapatkan bantuan ada harapan untuk 

menjadi daftar tunggu penerima Program Keluarga Harapan (PKH) 

selanjutnya; 

2. Penulis menyarankan agar petugas atau pendamping Program Keluarga 

Harapan (PKH) melakukan survei langsung pada proses validasi data dan 

pengawasan terkait data masyarakat yang menerima bantuan Program 

Keluarga Harapan (PKH), sehingga tidak ada lagi masyarakat yang tidak 

seharusnya mendapatkan bantuan menjadi peserta dari Program Keluarga 

Harapan. Dan memberikan pemahaman kepada peserta penerima Program 
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Keluarga Harapan (PKH) agar masyarakat yang menerima bantuan dapat 

menggunakan dana bantuan digunakan dengan semestinya, supaya angka 

kemiskinan yang diharapkan dapat berkurang, sehingga dapat 

mewujudkan tujuan dari Program Keluarga Harapan (PKH); 

3. Penulis  mengharapkan agar Pelaksanaan Proogram Keluarga Harapan di 

desa kumantan diharapkan agar tepat sasaran dan transparan dalam proses 

pendataan, adil secara menyeluruh. Dan untuk masyarakat Desa Kumantan 

diharapkan dapat bekerja sama dan berpartisipasi dalam mewujudkan 

tujuan ddari Program Keluarga Harapan (PKH) dengan memberikan 

laporan ataupun pengaduan terkait permasalahan yang terjadi di 

masyarakat tentang Program Keluarga Harapan (PKH) kepada petugas 

atau pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). 
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